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1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pj!mbentukan Propinsi Irian Barat dan
Kabupaten-kabupate,n Otonom eli Propinsi Irian
Baret (Lembaran t{egara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47. Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 2907) ;

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinai Papua (Lembaran
Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 2001 Homor
135. Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Nomor 4151), acbagairnaoa telah
diubah dengan Undang-udang Nomor 35 Tahun
2008 (Lcmbaran Negara RcpubUk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4884)

Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a. huruf b dan hUN! c,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pajak Parkir.

b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g
Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir
merupakan salah satu jenis Pajak Kabupaten;

c. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang­
undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, ~ak Daerah
ditetapkan dengan Pe.raturan Daerah;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan
pembangunan dan pelayanan umum di
Kabupaten Kepulauan Yapen, perlu
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui
pemungutan Pajak Daerah seeuai dengan
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tcntang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

PERATURAN DAERAB KABUPATEN KEPULAUAlI YAI'BII
NOMOR 8 TAHUN2012

TENTARO

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT T'UHAN YANG MAlIA E8A

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

BUPATI KEPULAUAN YAPEN



3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepUblik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5049);

5. Undang-undang Nomor 12 Tabun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
PenyeJenggaraan Pemerintahan Daerab (
Lembaran Negara Tabun 2005 Nomor 165 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tabun 2008
tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen
Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2008 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4857);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tabun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubemur
sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (
Lembaran Ncgara Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Peraturan Pcmcrintah Nomor
19 Tahun 2010 tcntang Tata Cara Pelakaanaan
Tugae dan Wewenangserta Kedudukan Keuangan
OUbemur scbagai Wakil Pemerintah eli wilayah
Provinsi ( Lembaran':Negara Tahun 2011 Nomor
44, Tarnbahan Lembaran Nepra Republik
Indonesia Nomor5209)



1. Daerah adalah Daerah Ks.bupatenKepulauan Yapen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah aebagai

unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen.

3. Bupati ialah Bupati KepulauanYapen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakil8n Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan
Yapen.

5. Kabupaten adalah Kabupaten Kepulauan Yapen.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan. pengc10laan keuangan dan Asct

Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinaa Pendapatan. pcngelo1aan

keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasall

KETENTUAN UMUM

Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

BABI

MEMUTUSKAN :

BUPATIKEPULAUAN YAPEN

dan

DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KABUPATENKEPUlAUAN
YAPEN

Dengan Persetujuan Bersama

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tatacara Pemberian dan pemanf'aatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut
Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh Wajib ~ak ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 694) II



Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muJai dari
penghimpunan data Obyek dan Subyek Pajak penentuan beaarnya
Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara. atau
Daerab dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpuJan, yayaaan,
organisasi mass, organisasi sosial politik atau organisasi yang
sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan i.mbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar­
besarnya kemakmuran rakyat.

12. Pajak Parkir yang se1anjutnya disebut Pajak adalah pungutan
Daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan,
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor. .

13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak. suatu kendaraan yang tidak
bersifat sementara.

14. Mass. Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung,
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

15. Tahun Pajak adalah janglca waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kecuali hila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sarna dengan ~un kalender.

16. Pajak yang temtang adalah pajak yang harua dibayar pada 8US.tp
saat, dalam Mass Pajak, dalam Tah~ Pajak, atau delam Bagien
Tahun Pajak sesuai dengan ketentUan peraturan penmdang­
undangan perpajakan daerah.

17. Pemungutan adaJah auatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek ~ak, penentuan besamya
pajak yang terutang aampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya.

18. Nomor Pokok Wajib ~ak Dacrah yang selanjutnya eli aingkat
NPWPD adalah Nomer yang diberikan kepada waJib pajak sebagai
sarana dalam admlnietrasl perpeJakan yang diJ)erlUnakan aebagai
tanda pengenal diri atau identitaa Wajib Pajak deIsm melaksanakan
hak dan kewaiiban perpajakannya.

19. Surat Pemberitahuan ,Pajak Daerah yang selanjUtnya disebut
SPrPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pem~ pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dIm./atau harta dan kewaJiban
yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unciangan
perpajakan Daerah.

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang solal\jutnya. diaingkat SSPD.
adalah bukti pembayaran atau penyetoran paJak yang tx=lah.
dilakukan dengan menggunakan form.Ur &tau t.clah cUlakukan
dengan cars lain ke leas daerah yang ditetaplcan oleb BUpati.



Dengan nama Pajak Parkir, dipungut pajak ataa penyelenggaraan tempat
parkir.

NAMA. OBYEK, SuaYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

BABII

. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah sura.t ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang .

. S~t Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumJah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBTadalah surat ketetapan pt\jak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditctapkan.

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumJah kredit pajak
lebih besar dan pada pajak yang terutang atau sebarusnya tidak
terutang.

25. Sura.t Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besamya dengan jum.lab kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26. Surat Tagihan ~ak Daerah yang selaqjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi
administratif berupa bunga darr/atau denda.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keteta.pan
Pajak Daerah, SKPDKB, SKPBKBT, SKPDLB. atau terbadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak. ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilaJolkan sccara
teratur untuk mengumpulkan data dan informaai keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilandan biaya.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegjatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan. dan/atau bukti yang dilakaanakan
secara objektif dan profesional berdaaarkan suatu standar
pemeriksaan untuk mengliji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/ atau untuk tqjuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

31. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah ada1ah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari
serta mengumpulkan bukti. yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di ,bidang perpajakan daerah yang teljadi serta
menemukan tersangkanya. I

~



(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau
yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parldr.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimakaud pada ayat
(1) termasuk potongan barga parldr dan parldr cuma-cuma yang
diberikan kepada penerima jasa parldr,

Pasal 5

BABnI

DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

(6) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimakaud pada ayat (6)
pasal ini wajib dimintakan pengesahan terlebih dahulu kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(7) Tanda bukti pembayaran dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama
untuk konsurnen, lembar kedua untuk Wajib Pajak dan lembar
ketiga untuk Pejabat yang ditunjuk.

(5) Setiap transaksi pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir
wajibdisertai tanda bukti pembayaran yang diberi nomor urut.

(4) Wajib Pajak wajib memasang daftar tarif ditempat yang mudah
dilihat dan atau dibaca oleh umum.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan tempat Parkir,

(1) Subyek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan parkir kendaraan bermotor,

Pasal4

Tidak termasuk obyek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada
Pasal3 ayat (1) adalah : ~
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan
PemerintahDaerah;

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang
hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

c.Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat,
Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan lembaga-Iembaga
lnternasional dengan asas timbal balik.

)Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parldr eli luar
badan jalan , baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, tennasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

wajib(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendaftarkan d.iri untuk mendapatkan NPWPD.



I

Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan dan ~ pajak
terutangnya sendiri dengan menggunakan SPl'PD aebapimans
dimaksud delam Pasal 11 ayat (1).

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasa} 12

(4) Bentuk, isi dan tara cara pengisian SPrPD di tetapkan dcngan
keputusan Bupati.

(2) SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat (I). harua diiai dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani olch Wajib Pajak atau
kuasanya disertai dcngan lampiran-Iampiran yang diperlukan dan
disampaikan kepada Supati atau pejabat yang ditunjuk paling
lambat 10 (sepuluh) had sctclah maaa pajak bcrakhir.

(3) Jumlah pajak yang tcrutang menurut SPI'PD yang diaampaikan
oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut
Peraturan Daerah ini.

(1) Setiap Wajib Pajak wajibmengisi SPTPD.

Pasalll

Pajak Parkir yang terhutang dalam masa pajak terjadi pada seat
m.enggunakan fasilitas parkir.

Pasa110

Masa pajak adalah jangka waktu yang Jamanya 1 (satu) bulan kalender .

Pasa19 ~

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PIDMBERITAHUANPAJAK DAERAH

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasa18

BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dengan dasar pengensan
sebagaimana dimaksud dalam Pasa15.

Pasal 7

Pajak Parkir ditetapkan sebesar 10%(sepuluh persen).

.' Pasal6



Pajak Parkir yang terutang haN. dilakukan aebJtgua.

Pasal 14

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Jumlah pajak yang tcrutang dalam SKPOKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan aanksi
administratif herupa kcnaikan eebeear 25% (dua puluh lima persen)
dari pokok p~ak dltambah sanksl administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua peraen) eebulan dihitunS dari lM'fak yang kurang
atau terlambat dlbayar untuk janpa waktu palfnglatDa 24 (dua
puJuh empat) bulan dltiitung aejak I88.t terutangnya PlUak.

Ktnaikan sebagaimana dimaksud pada'ayat (3) tidak dikenakanjiRa
Wajib Pajak melaporkan sencliri selbelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

c. SKPDNjika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang tcrutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka. 2)
dikenakan sankel administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang datam SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan sebesar 100% (scratus persen) clari
jumlah kekurangan pajak tersebut.

I

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan! atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang.

a. SKPOKBdalam hal:
1) J~ berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,

P~Jakyang terutang tidak atau kurang dibayar;
2) .Jika SPTPD tidak disarnpaikan kepada Bupati da1am

jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampa.ikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
da1am surat teguran;

3) Jika ke~iban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pe.jak yang
terutang dihitung secara jabatan .

.'

Oalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan:

Pasal 13



I

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutan~ dalam STPD sebagaimanlf.
climaksud pada ayat (1) huruf a dan~huruf b ditambah dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (lima bclas) bulan aejak aaat
terutangnya pajak.

(1) Bupati dapat menerbitkan STPDjika: .
a. Pajak detern tahun bcrjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPDterdapat kekurangan pembayaran

sebagai akibat salah tulis danl atau salah hitung;
c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupe, bunga

dan/atau denda.

Pasal 16

TATA CARA PENAGlHAN PAJAK

BAB vm

Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSPD. ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

.'

Pembayaran Pajak Parkir yang terutang dilakukan eli Kas Daerah

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,
pembayaran dengan angsuran, dan penundaan pembayaran pajak
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua person) sebulan.

Pajak Parkir dilunasi paling larnbat 30 (tiga puluh) hari seteIah
saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi
Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.

SKPDKB,SKPDKBT,STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Kepurusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar
penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

I.



(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan ha.nya kepada Bupati
atau pejabat yang ditunjuk atas suatu .:

BABX
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal19

(3) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administratif dan pcngurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan Peraturan Bupati.

Bupati dapat :
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tcrutang
menurut peraturan perundang-undangan perpajalam daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekbUafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau
kondisi tertentu objek pajak.

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati
dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis
danZatau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Pasal18

BABIX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN 1

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAWSANKSI ADMINISTRASI

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB,SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
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Wajib Pajak dapat mengsjukan permohonan banding hanya kepada
Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Bupati.

(1)

8agian Kedua
Banding
Pasal21

(3)

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya
pajak yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimabud pada ayat (1) telah
lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan
tersebut dianggap dikabulkan.

(2)

Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan scjak
tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima, harus memberi kcputusan atas keberatan yang
diajukan.

(1)

Pasal20

I

Tanda penerimaan surat keberatan y~g diberikan oleh Bupa.ti aUf-u
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui surat pos tercatat scbagai tanda bukti penerimaan surat
keberatan.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak
dianggab sebagai Surat Keberatan sehiogga tidak dipertimbangkan.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar
paling scdikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai aJasan-alasan yangjelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak
dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipcnuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya ..

e.
f.

.,1

a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;

SKPDN;
Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga berdasarkan
peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.



jan&kA waJetu p dlllR lam I 1... (dun belas) bulan, sejuk
permohonan pc:ngel11ll11hflll kclebihun pembuyarun.,.t (1)haru. mernhctlkllo keputusnn.

waktu aehag81mn dun ksud pndn o.ynt (2) tclah
Bupati tldak mernberikan suntu keputusUl1.

penpmbllllian pembayarnn P8Jnk dianggab dikabulko.n
han.uI dlterbirknn ciolnm jnogkn wnktu pnling lama 1

PIal ...:-i

KELEBlltAN PI~~UIAYt\RANPAJAl\.

RAR XI

I permohonan banding, sanksi
be U' 500/0 (lunn puluh persen]
3) tidak dikenakan.

DCrDllOhlonl3nbandin ditolak atau dikabulkan sebagian,
nal sank 1 dmlnlstratif berupa denda sebesar

persen) dan jtrmlab pajak berdnsarkan Putusan
-':UI'lIU1IIlJ dengan pernbayaran pejnk yang relah dibaynr
__ .w:an keberntan

u dikabulkan sebagian,
uf berup I denda sebesar 50%
k herd isnrkan kepurusan

~ n ~ telnh dibayar sebelum

t pcrmohonan banding dlkabulkan
kelcblhan pcmb ivarnn pajak
imb Inn bung 1 scbesur 2% (dua
24 [dua puluh crnput] bulan.

Pn

penn honan banding rnenangguhkan kewajiban
paJU sampar dt"r rut 1 (satu] bulan sCJllk tanggal
PutuSlUl B ndt \

banding scbagaunann dimaksud pada ayat (J)
~~r'll tertulis dalam bahasa Indonesia. dengan alasan

cIa1am jangka waktu 3 [tiga) bulan sejak keputtasart
diJampm salinan dan surut keputusan keberatan



utaDg secara,tidak JanpUDg sebapU'nana dimaksud
(2) hwuf b dapat diketabw dari peD8lIJU8Jl permohonan
atau peounduD pemba,UaD daD permobonan kebera.tan
Pajak

1iomrtI:o,,...,. penagihan pajak sebagaimana dirnaksud pads ayat (1)
apabila:

IVlUUlIn surat tegureIl dan/atau surat paksa atau;
pcngakuan utang pajak dari ~ib pajak baik langsung
tidak lang8ung.

hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaunana
pada ayat (2) hUN! a, kedaJuwarsa penagihan dihitung

lUlgEll penyampaian Surat Paksa tersebut.

melakukan penagihan pajak. kedaluwarsa setelah
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
pajak, kecuali apabila wajib pajak melakuka.n tindak

bidang perpajakan daerah.

BAB XU
KEDALUWARSAPENAO~

Pasal 24

penegembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1):~=pembayanm Pajak sebagaimana dimaksud
di-b'tkann dalam Jangka waktu paling lama 2 (dun)

,'-JI- u;, I ya SKPDLB.

WBJib. Pajak mempunycu utan Pajak kelebihan
pajak eebagaimana ~i.makWd ~ ayat '(1) langsung

!Ulilgitan untuk tnelunasl terlebih dahuJu utang pajak



berwenang mclaknkan pemerlkaaaD untuk mcnguji
pemenuhan kewaJiban perpajakan daerah deIsm rangka

lIIIJaJUlLIl pcraturan perundang-undanganperpajakan daerah;

!JPaialt yang diperikaawajib :
JCIlllpe:rtilUltlam dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
fOlD.llDfm yang ~ dasamya dan dokumen lain yang
_lUb'llD,IDlD dengan Objek Pajak yang terutang;

kesempatan untuk memasuki tcmpat atau
_rJg8iD yang di""BPP perlu dan membcrikan bantuan guna
_'ncalJ"8n pemeriksanaan; dan/atau
leDllberiikan ketetangaJl yang diperlukan.

Icbih WVut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak
denp" Peraturan Buplti.

8ABXlV

INSBNTIF pEMUNGtrrAN

PaBal28
Yans meJ,akaanakan pemUDaut8n patJak dapat diberi insentif

pencapaian ldMrja tettentu.
inaerltif' eebqlt'mana ~ pada ayat (1) ditetapkan

Angpra1l Penclapatan dim BelaDja Daerah.
_~ ~ aebagRimanadimaksud pada

dan pg~--=-:~ ::.1 ... peraturan perundang-
dllalceaatdQin ~ WlJA,&1IW

yang melakukan ueaha dengan omaet paling sedikit Rp
1U."ruv.UV (tip ratus juta Rupiah) per tahun wajib

p\m1bukuan atau pencatatan.
I

WaJib 'PI\iak dan penentuan b~ omzet Berta tata cara
atau pcncatatan aebagaimana dirnalarud pada ayat (1)

UCI:1pn Peraturan Bupeti.
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BABXID
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasa126

penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluarsa
"engan Peraturan Bupati. .

menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak
yang sudah kedaluarsa sebagaimana dirnaksud pada



BAS XVI
PENYIDIKAN

Pua1 30

Pemeriksaan dipengadilan da1arn perkara
.. _ abaa permintaan Hakim sesuai dengan Hulrum

H\3ikUlm Acara Perciata. Bupati dapat memberi lzin
N~d: aebagaimana dimak.sud pada ayat (1). dan

dimak.sud pada ayat (2). untuk
memperlihatkan alat bukti tertulis dengan

PeJak yang ada padanya.

tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau
I:daJam aidang pengadilan;

tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupau
IDJtxrWID keterangan kepada pejabat lembaga negara

Pemerintah yang berwenang melakukun
dalam bidang Pajak Daerah.

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimaksud apada ayat (1) berlaku juga
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk mcmbantu

ketentuan Peraturan perundang-undangan.
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KETENTUAN KHUSUS

BABXV



BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasa1S1

}carena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
dengan tidal< benat atau tidak lengkap atau

keterangaD yang tidak be~ sehingga meru~
~. __ I'I clapat dipidana dengan pldan.a kurungan paling

tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 (dua)c~._.__•. yang tcrutang yang tidak atau kurang dibayar.

seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
daerab:
orang untuk didengar keterangannya dan diperilcsa

iteI:'8angka atau saksi;
penyidikan; darr/atau .
tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai
CllbMlt:uanperaturan perundang-undangan .

... liD:lSJ:la dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

Intnnlt Umum. mclalui penyidik Pejabat Poliai Negara
Ddlon4~8IJil" sesuai dcngan ketentuan yang diatur dalam

Hukum Acara Pidana.
~

buku, catatan dan dokurnen lain, berkenaan dengan
dibidang perpajakan daerah;

penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
peneatatan dan dokumen lain. serta melakukan

f u::rnaQiElp bahan bukti tersebut;
tenaga ahli dalam rangka pelak.sa.naan tugas

tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
!ierliksaidcntitas orang, benda dan/atau dokumen yang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada1ah :
mencarl, mengumpulkan dan meneliti keterangan

berkenaan dengan tindak pidana eli bidang
claerah agar keterangan atau laporan tersebut
lengkap dan jelas;

mcncari dan mengumpulkan keterangan mcngenai
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

aehubungan dengan tindak pidana perpajakan



~
berlaku pada tanggal diundangkan.
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dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
",anIIlaJUl~ra akan ditetapkan dengan Peraturan

BAB XVIII
KETENTUANPENUTUP

Paaal 35

makstltd pada Pasal 31 dan Pasal 33 ayat (1) dan
~1IWI1LAl' Negara.

Pasal 34

!l;;utI~uucu~ ... dimaksud pada ayat (1)dan Ayat (2)
adalah menyangkut kepentingan pribadi
selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan

tindak pidana sebagaiman dimaksud pada
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang

ahli yang ditunjuk Bupati yang karena
memenuhi kewajiban merahasiakan hal

dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2)
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

i'b8:D.VIlUc Rp 4.000.000,00 (empatjuta rupiah).

Perp~akan Daerah tidak: dituntut setelah
5 (lima ) tahun sejak saat terutangnya pajak

atau berakhirnya bagian tahun pajak atau
bersangkutan.
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sengaja tidak menyampaikan SPTPDatau
benar atau tidak lengkap atau melampirkan
~ar sehingga merugikan keuangan daerah
pldana penjara, paling lama 2 (dua) tahun
banyak 4 (eD1pat).kali jumlah pajak yang

kurang dibayar, ,

Pasal 33



KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2012

di SLER U I
6 Februari 2012

YANPIETER AYORBABA

Ditetapkan di SERUI
pada tanggal 6 Februari 2012

'~. B~P~=APEN'

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Yapen.

.'



dengan itu maka untuk menata pungutan Daerah
U]lcUlDi~-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah kbususnya mengenai Pajak Parkir di
~J;I'UUlLUl::Ill Yapen perlu diatur dalam Peraturan Daerah
loon1l,l ..r".....Yapen.

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tabun
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan

'~PJ'lTkirmerupakan jenis Pajak Kabupaten.

mcrupakan Pendapatan Asli Daerah yang merupakan
menopang Pendapatan Daerah dala.rn upaya

IibiaVlil8ll Pe~erin tab dan pembangunan.

TENTANG

PAJAK PARKIR

PENJELASAN

DAERAHKABUPATENKEPULAUANYAPEN

NOMOR 8 TAHUN2012



CukUpjc1as

14

CUkupjelas

15

CukuI1jelas

16

CuJrupjelas

17

Cukupjelas

18

Cukllpjelss

19

CukUpjeias

Cukupjelas
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Cukupjelas

11

Cukupjelas

12

Cukupjelas

9

Cukupjelas

10

Cukupjelas

Cukupjelas

8 ~I

7



:Ayat (1) yang dimaksud dengan Kinerja Tertentu adalah
Pencapaian target penerimaan retribusi yang
ditargetkan dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang dijabarkan secara triwulan
dalam peraturan Bupati,

Cukup jelas

Cukupjelas

Cukupjelas

Cukupjelas




